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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
1. Visi Dan Misi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Dalam menjalankan tugasnya, suatu organisasi ataupun lembaga,

memerlukan adanya visi dan misi untuk menjalankan seluruh kegiatan

dalam organisasi atau lembaga tersebut. Visi dan misi tersebut dibuat

tergantung dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing

organisasi ataupun lembaga tersebut. Adapun visi dan misi dari Biro

Hukum dan Pengaduan Masyarakat, adalah sebagai berikut:

1.A. Visi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat:

Terwujudnya Pertimbangan, bantuan, informasi hukum,

serta pengaduan masyarakat yang akuntabel dan efektif.

1.B. Misi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat:

1.

Mewujudkan pelayanan pertimbangan hukum berupa analisis
hukum dan konsep pemecahan masalah hukum secara
akuntabel dan tepat waktu.

. Mewujudkan hasil penanganan perkara di dalam maupun di

luarpengadilan secara akuntabel dan tepat waktu.

. Mewujudkan rumusan produk hukum di Lingkungan

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang
akuntabel dan tepat waktu.

. Mewujudkan pelayanan informasi hukum yang akuntabel dan

tepat waktu.

. Mewujudkan pemutakhiran status peraturan perundang-

undangan yang akuntabel dan tepat waktu.



6. Mewujudkan  Sistem Pengelolaan Sistem Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH).

7. Mewujudkan kualitas hasil analisis pengaduan masyarakat
yang tepat waktu dan akuntabel.

1.C. Struktur Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

i
Arini Wijayanti
S.H.M.H.

Edy Sefiadi 1=

Gambar |

Struktur Bagian Pengaduan Masyarakat



1.D. Tugas Pokok dan Fungsi Analis Pengaduan Masyarakat

Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Analis

Pengaduan Masyarakat, adalah:

1.

Melakukan analisis terhadap surat-surat aspirasi dan
pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada DPR RI
sesuai arahan atasan dengan memberikan pertimbangan
hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku, tinjauan lapangan, bahan referensi atau
rujukan lainnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPR
Rl sebagai bahan pengambilan kebijakan atas suatu
permasalahan untuk ditindaklanjuti dan mendapatkan
penyelesaian.

Menyusun kerangka acuan kerja terkait pelaksanaan
kegiatan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan
oleh Kepala Bagian.

Melakukan penggalian data dengan cara melakukan
peninjauan ke lapangan (instansi pusat maupun daerah)
untuk mendapatkan data yg lebih objektif terhadap kegiatan
analisis yang sedang ditangani, khususnya menyangkut
masalah-masalah yang cukup krusial (kasus pertanahan)
sesuai arahan atasan.

Melaksanakan kegiatan penggalian data ke daerah dalam
rangka melakukan pemantauan terhadap penanganan
surat tindak lanjut aspirasi dan pengaduan masyarakat
yang telah disampaikan oleh DPR RI ke instansi instansi
terkait di daerah guna mengetahui perkembangan atau
penyelesaian atas permasalahan tersebut atas perintah

atasan.



10.

11.
12.

Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi
ke instansi-instansi Pemerintah berupa peraturan
perundang-undangan (undang-undang s.d. peraturan
pelaksana) sebagai bahan pertimbangan hukum dalam
rangka menunjang kegiatan analisa surat pengaduan
masyarakat sesuai arahan/ perintah dari atasan.
Melaksanakan koordinasi terkait kegiatan penerimaan tamu
Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Komisi dalam menerima
delegasi masyarakat (LSM, ormas, Asosiasi Profesi, dll)
yang akan menyampaikan aspirasi atau permasalahan
apabila diminta oleh atasan.

Menyusun dan mengolah bahan untuk mendukung
penyusunan konsep kebijakan atau aturan tentang
pengelolaan pengaduan masyarakat.

Menyusun telaahan staf terkait pengelolaan pengaduan
masyarakat.

Menyusun konsep laporan kinerja Bagian Pengaduan
Masyarakat, baik secara berkala maupun setiap waktu
diperlukan.

Mengelola database output pengelolaan pengaduan
masyarakat.

Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan.
Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara
berkala dan setiap waktu diperiukan.



2. KONDISI SAAT INI

a.

Belum tersedianya alur penyampaian aspirasi dan pengaduan
masyarakat kepada DPR RI melalui surat yang mudah dipahami,
khususnya melalui surat. Saat ini, alur aspirasi dan pengaduan
masyarakat yang tersedia, hanya berbentuk gambar yang ada di
website pengaduan masyarakat. Padahal terdapat pintu
pengaduan dan aspirasi masyarakat yang lain, salah satunya
melalui surat tertulis.

Belum optimalnya koordinasi Bagian Pengaduan Masyarakat
dengan unit lain, khususnya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang
bertugas meneruskan surat pengaduan masyarakat kepada
anggota komisi terkait. Hal ini bermasalah karena dalam
menyalurkan aspirasi dan pengaduan, bagian pengaduan
masyarakat tidak dapat bekerja sendirian, melainkan harus
berkoordinasi dengan unit kerja lainnya. Selain itu, permasalahan
ini telah lama ada di Bagian Pengaduan Masyarakat dan banyak
dibicarakan dalam berbagai rapat dengan unit lainnya.

Belum tersedianya Standar penulisan lembar analisa, yang
menyebabkan perbedaan format penulisan dari masing-masing
Karyawan di Unit Pengaduan Masyarakat. Hal ini cukup serius dan
menimbulkan masalah, terutama karena file sharing yang tidak
digunakan secara optimal.

3. KONDISI YANG DIHARAPKAN

a.

Tersedianya alur penyampaian aspirasi dan pengaduan
masyarakat kepada DPR RI melalui surat yang mudah dipahami,
dan akan mempermudah kinerja analis pengaduan masyarakat

dalam menentukan rekomendasi disposisi pada lembar analisa.



Selain itu, alur penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat
kepada DPR RI melalui surat yang mudah dipahami juga akan
mempermudah masyarakat yang akan mengirimkan pengaduan
ataupun aspirasinya kepada DPR RI melalui surat tertulis.

b. Terlaksananya koordinasi yang optimal antara bagian pengaduan
masyarakat dengan unit lain, khususnya AKD. Koordinasi bisa
dalam bentuk pemberitahuan status pengaduan yang telah di
disposisi (apakah sudah diagendakan dalam rapat atau belum),
ataupun pemberitahuan lainnya yang berkaitan dengan pengaduan
masyarakat di DPR RI.

c. Tersedianya standar penulisan yang jelas, karena masing-masing
analis telah mengoptimalkan file sharing untuk dapat mengetahui
pekerjaan analis lainnya. Hal ini membuat proses standarisasi frasa
analisa akan semakin mudah.

4. IDENTIFIKASI ISU

Berdasarkan kondisi yang telah disebutkan, maka isu yang akan

diidentifikasi adalah sebagai berikut:

e Belum tersedianya alur penyampaian aspirasi dan pengaduan
masyarakat kepada DPR Rl melalui surat yang mudah dipahami.

e Belum optimalnya koordinasi Bagian Pengaduan Masyarakat
dengan unit lain, khususnya Alat Kelengkapan Dewan yang
bertugas meneruskan surat pengaduan masyarakat kepada
anggota komisi terkait.

e Belum tersedianya Standar penulisan lembar analisa, yang
menyebabkan perbedaan format penulisan dari masing-masing
Karyawan di Unit Pengaduan Masyarakat.



5.

TEKNIK ANALISIS USG

Teknik analisis USG (Urgency, Seriousness, dan Growth) adalah
sebuah teknik analisis yang dilakukan dengan cara menetapkan
prioritas masalah dengan mempertimbangkan seberapa mendesak isu
tersebut harus dibahas (Urgensi), seberapa serius isu tersebut harus
dibahas (Seriousness) sehingga tdak menimbulkan masalah yang
lain. Dan juga, dseberapa mungkin isu tersebut berkembang (Growth)
kearah yang buruk.

No

Isu U S G Jumliah Peringkat

Belum tersedianya 5 4 4 13 1
alur  penyampaian
aspirasi dan
pengaduan

masyarakat kepada
DPR RI melalui surat
yang mudah
dipahami

Belum terkoordinasinya | 4 4 4 12 2
Bagian Pengaduan
Masyarakat dengan unit
lain, khususnya Alat
Kelengkapan Dewan
yang bertugas
meneruskan surat
pengaduan masyarakat
kepada anggota komisi
terkait.

Belum optimalnya | 3 < 3 10 3
penggunaan alat-alat
digital dalam koordinasi
keprotokolan

Adapun penjelasan dari penialaian USG yang paling tinggi adalah
sebagai berikut:

1. Isu Belum tersedianya alur penyampaian aspirasi dan pengaduan

masyarakat:



Belum tersedianya alur penyampaian aspirasi dan pengaduan
masyarakat kepada DPR RI melalui surat yang mudah
dipahami menjadi isu yang sangat tinggi tingkat Urgensi-
nya. Hal tersebut sesuai dengan pedoman umum pengelolaan
aspirasi dan pengaduan masyarakat DPR RI', yang
menyebutkan jika salah satu prinsip pengelolaan pengaduan
masyarakat adalah bersifat rahasia. Oleh karena itu, perlu
dijaga dokumen-dokumen yang disampaikan agar tidak
“tersesat” di Unit Kerja lain, hanya karena kesalahan dalam
penulisan tujuan di lembar analisa ataupun lembar disposisi.
Pembuatan alur ini dimaksudkan untuk meminimalisir hal
tersebut, dan oleh karenanya pembuatan alur ini sangat
urgent untuk dilakukan.

Belum tersedianya alur penyampaian aspirasi dan pengaduan
masyarakat kepada DPR Rl melalui surat menjadi isu yang
tinggi tingkat Seriousness-nya. Karena jika alur
penyampaian aspirasi dan pengaduan yang mudah dipahami
tidak dibuat, maka akan berdampak pada durasi analisis yang
lebih lama. Hal ini tidak sesuai dengan visi Biro hukum dan
pengaduan masyarakat, yaitu Terwujudnya Pertimbangan,
bantuan, informasi hukum, serta pengaduan masyarakat yang
akuntabel dan efektif, agar terciptanya standar kepastian, baik
bagi penyelenggara, maupun penerima layanan.?

Isu ini tinggi dari sisi growth, karena apabila tidak ditangani
segera, maka isu ini akan membawa dampak yang serius,

' DPR RI, 2014, Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI, DPR RI,

Jakarta.

. Bagian Pengaduan Masyarakat, Setjen dan BK DPR RI, 2019,” Laporan Evaluasi Standar Pelayanan
Bagian Pengaduan Masyarakat”, Jakarta, 2019



seperti kesalahan pendisposisian surat, ataupun surat
pengaduan rawan hilang atau “tersesat’. Terlebih,
pelaksanaan Tupoksi Bagian Pengaduan Masyarakat sangat
bergantung pada pihak lainnya®, sehingga apabila alur
penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui
surat tidak segera dibuat, sangat mungkin akan membawa
dampak yang lebih parah di kemudian hari.

6. GAGASAN PEMECAHAN ISU
Dalam rancangan aktualisasi ini, penulis akan menawarkan satu solusi
untuk mengatasi permasalahan yang telah dipaparkan. Nantinya,
penulis akan mendata bagaimana alur lengkap bagi penyampaian
aspirasi dan pengaduan yang disampaikan melalui surat. Selanjutnya,
penulis akan membuatkan infografis alur pengaduan yang telah didata
agar alur pengaduan mudah dipahami, baik oleh stake holder internal,
maupun stake holder eksternal.

B. TUJUAN
Adapun tujuan dari dibuatnya rancangan aktualisasi ini adalah
tersedianya alur aspirasi pengaduan masyarakat melalui surat yang
mudah dipahami. Alur pengaduan yang dimaksud merupakan alur
pengaduan dan aspirasi melalui surat.

C. MANFAAT

Sedangkan terdapat tiga manfaat yang didapatkan dari rancangan
aktualisasi ini, yaitu:

* Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen dan BK DPR RI, 2019, “Laporan Kinerja Biro Hukum
dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2018", Setjen dan BK DPR R, Jakarta.



e Tersedianya alur penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat
kepada DPR RI melalui surat yang mudah dipahami dengan media
infografis yang dapat membantu kinerja analis pengaduan masyarakat.

e Tersedianya alur penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat
melalui surat dengan media infografis yang akan membantu kinerja
BDTI Setjen dan BK DPR RI dalam membuat website baru pengaduan
masyarakat.

e Tersedianya alur penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat
melalui surat dengan media infografis yang dapat diakses oleh
masyarakat luas.

10



BAB II

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja

Identifikasi Isu

Isu yang

Diangkat

Gagasan

Pemecahan Isu

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

; =

Belum tersedianya alur penyampaian aspirasi
dan pengaduan masyarakat melalui surat
dengan media infografis.

Kurangnya koordinasi bagian pengaduan
masyarakat dengan unit kerja lainnya terutama
AKD.

Belum adanya persamaan frasa dalam
menuliskan lembar analisa, lembar disposisi dan
lembar website.

Belum tersedianya alur penyampaian aspirasi dan
pengaduan masyarakat melalui surat dengan media
infografis.

Membuat alur penyampaian aspirasi dan pengaduan

masyarakat melalui surat dengan media infografis

11



oordinasi
dengan BDTI
mengenai
pengunggaha
n infografis ke
website
pengaduan
masyarakat

apa oordinasi
antara CPNS
dengan BDTI
Pembuatan Nota
Dinas Permohonan
untuk dijadikan
admin.

Permohonan
Bantuan BDTI
Daftar Hadir
rapat koordinas
Laporan
Singkat
rapat
koordinasi
Nota Dinas
Permohonan
untuk dijadikan
admin.

Buku Panduan
Website
Pengaduan
Masyarakat

hasil

Nilai Dasar
1T

Akuntabilitas:  Nilai
akuntabilitas dilakukan

dengan membuat
pertanggungjawaban
rapat berupa
undangan, daftar
hadir, dan laporan
singkat rapat
Nasionalisme:

terutama terkait nilai
sila ke empat, yaitu
musyawarah dan
mufakat dalam
mengkoordinasikan

rancangan alur
penyampaian aspirasi
dan pengaduan
masyarakat  melalui
surat.

. Etika Publik: Penulis
melaksanakan
kegiatan rapat
koordinasi dengan

sikap hormat, dan
sopan kepada jajaran

Pengaduan
masyarakat
yang akuntabel
dan efektif
dengan
berkoordinasi
dan membuat
laporan
koordinasi.

1. Akuntabel: Dapat
dipertanggungjaw
abkan, baik oleh
DPR RI sebagai
lembaga
perwakilan,
maupun
sebagai
supporting system
kepada DPR RI.

Setjen

2. Profesional:

kegiatan ini
dilakukan secara
profesional  dan

bebas dari
berbagai
kepentingan
sehingga sejalan
dengan nilai
profesionalisme
organisasi.

3. Integritas:
kegiatan ini
dilakukan secara
konsisten, dan
disesuaikan

Unit Pengaduan dengan visi dan
Masyarakat. misi biro hukum
4. Komitmen Mutu: dan pengaduan
koordinasi yang masyarakat, serta
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dilakukan  bertujuan
untuk mencapai
output yang diinginkan
dengan lebih efektif
dan efisien.

5. Anti Korupsi: Kegiatan

koordinasi dengan
BDTI dilaksanankan
dengan jujur dan
berjalan tepat waktu.

Peran dan Kedudukan:

i

Pelayanan publik:

Kegiatan ini memiliki
peran untuk melayani
publik. Hal tersebut
karena kegiatan ini
menunjang pelayanan

pengaduan

masyarakat yang
merupakan pintu
gerbang masyarakat
yang akan

mengadukan atau
menyampaikan
aspirasinya  kepada
Lembaga perwakilan
masyarakat

WOG:

terwujud melalui
kegiatan koordinasi
dan diskusi dengan
unit kerja lain dalam

sesuai tugas dan
fungsi dari jabatan
penulis  sebagai
analis pengaduan
masyarakat.
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rangka mewujudkan

alur penyampaian
surat aspirasi dan
pengaduan

masyarakat yang
berorientasi kepada
mutu, untuk

meningkatkan

kualitas  pelayanan
publik sehingga
tercipta  pelayanan

yang prima kepada
masyarakat.

Rapat dengan
jajaran Unit
Pengaduan
Masyarakat

w N

. Pembuatan undangan

rapat
Pelaksanaan rapat
Pembuatan laporan

singkat hasil rapat

. Daftar

. Laporan

. Jadwal rapat yang

telah disetujui
hadir
kegiatan rapat
singkat
hasil rapat

Nilai Dasar PNS:

1

Akuntabilitas: Nilai
akuntabilitas dilakukan
dengan membuat
pertanggungjawaban
rapat berupa Nota
Dimas, daftar hadir,
dan laporan singkat
rapat.

Nasionalisme:
terutama terkait nilai
sila ke empat, yaitu
musyawarah dan

Pengaduan
masyarakat
yang akuntabel
dan efektif
dengan
berkoordinasi
dan  membuat
laporan
koordinasi.

1. Akuntabel: Dapat
dipertanggungjawa
bkan, baik oleh
DPR Rl sebagai
lembaga
perwakilan,
maupun Setjen
sebagai supporting
system kepada
DPR RI.

2. Profesional:
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mufakat dalam
mengkoordinasikan
rancangan alur
penyampaian aspirasi
dan pengaduan
masyarakat  melalui
surat.

Etika Publik: Penulis

melaksanakan
kegiatan rapat
koordinasi dengan

sikap hormat, dan
sopan kepada jajaran

Unit Pengaduan
Masyarakat.

Komitmen Mutu:
koordinasi yang
dilakukan  bertujuan
untuk mencapai

output yang diinginkan
dengan lebih efektif
dan efisien.

5. Anti Korupsi: Kegiatan

koordinasi dengan
BDT! dilaksanankan
dengan jujur dan
berjalan tepat waktu.

Peran dan kedudukan:

A

Kegiatan ini memiliki
peran untuk melayani
publik. Hal tersebut
karena kegiatan ini
menunjang pelayanan
pengaduan

kegiatan ini
dilakukan secara
profesional dan

bebas dari
berbagai
kepentingan
sehingga sejalan
dengan nilai
profesionalisme
organisasi.

. Integritas:
kegiatan ini
dilakukan secara
konsisten, dan
disesuaikan

dengan visi dan
misi biro hukum
dan pengaduan
masyarakat, serta
sesuai tugas dan
fungsi dari jabatan
penulis  sebagai
analis pengaduan
masyarakat.
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masyarakat yang
merupakan pintu
gerbang masyarakat
yang akan
mengadukan atau
menyampaikan
aspirasinya  kepada
Lembaga perwakilan
masyarakat.
Mengumpulka | 1. Meminta materi | 1.SOP Alur | Nilai Dasar PNS: Pengaduan . Akuntabel: Dapat
n materi- penyampaian surat | penyampaian 1.Akuntabilitas: Dimana | masyarakat dipertanggungjawa
materi alur aspirasi dan | aspirasi dan penulis sebagai analis | yang akuntabel bkan, baik oleh
pengaduan pengaduan pengaduan dan pembuat alur | dan efektif DPR RI sebagai
masyarakat masyarakat  melalui | masyarakat melalui penyampaian surat | dengan lembaga
melalui surat surat kepada jajaran | surat yang ditujukan aspirasi dan | berkoordinasi perwakilan,
Bagian Unit | kepada Pimpinan pengaduan masyarakat | dan  membuat maupun Setjen
Pengaduan DPRRI. melalui surat harus | laporan sebagai supporting
Masyarakat 2. 1.S0OP Alur |  bertanggung jawab | koordinasi. system kepada
. Membaca SOP | penyampaian penuh dan jujur dalam DPR RI.
mengenai alur | aspirasi dan membaca materi dalam . Profesional:
penyampaian aspirasi | pengaduan rangka pembuatan alur kegiatan ini
dan pengaduan | masyarakat melalui yang akan diunggah ke dilakukan secara
masyarakat  melalui | surat yang ditujukan website baru profesional  dan
surat, baik yang | kepada AKD DPR RI. pengaduan bebas dari
ditujukan kepada masyarakat. Sehingga berbagai
Pimpinan maupun alur yang dibuat dan kepentingan
AKD DPR RI. diunggah bermutu dan sehingga sejalan
berlandaskan materi- dengan nilai
materi yang telah profesionalisme
didapatkan. organisasi.
2.Etika Publik: adapun . Integritas:
nilai Etika  Publik kegiatan ini
lainnya yang dilakukan secara
diterapkan yaitu cermat konsisten, dan
dalam mencari sumber disesuaikan
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bacaan terutama
materi pedoman umum
pengelolaan  aspirasi
dan pengaduan
masyarakat DPR RI
sebagai sumber utama
dalam pembuatan alur
penyampaian surat

aspirasi dan
pengaduan masyarakat
melalui surat.

3.Anti Korupsi: Nilai anti
korupsi dijalankan
dengan
mengedepankan
kejujuran, terutama
dalam
menginterpretasikan
SOP Pengaduan
Masyarakat yang
merupakan bahan
utama dalam
pembuatan alur
penyampaian surat
aspirasi dan
pengaduan masyarakat
melalui surat.

Peran dan Kedudukan

1. Kegiatan ini memiliki
peran untuk melayani
publik. Hal tersebut
karena  kegiatan ini
menunjang  pelayanan
pengaduan masyarakat

dengan visi dan
misi biro hukum
dan pengaduan
masyarakat, serta
sesuai tugas dan
fungsi dari jabatan
penulis  sebagai
analis pengaduan
masyarakat.
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yang merupakan pintu

gerbang

masyarakat

yang akan mengadukan

atau menyampaikan
aspirasinya kepada
Lembaga perwakilan
masyarakat.

Membuat
Desain
infografis alur
pengaduan
masyarakat
dan
pengunggaha
n infografis.

Membuat konsep
desain pengaduan
masyarakat
menggunakan Ms.
Word

Membuat konsep
desain pengaduan
masyarakat
menggunakan
Piktochart.

1. Desain alur
penyampaian surat
aspirasi dan
pengaduan
masyarakat
dengan

menggunakan Ms.
Word.

. Desain alur

penyampaian surat
aspirasi dan
pengaduan
masyarakat
dengan
menggunakan Ms.
Word.

Nilai Dasar PNS:

1.

Akuntabilitas:
Dimana  penulis
sebagai analis
dan pembuat alur
penyampaian
surat aspirasi dan
pengaduan
masyarakat
melalui
harus
bertanggung
jawab penuh dan
jujur dalam
membaca materi
dan
menginterpretasik
annya ke dalam

surat

desain infografis
dalam rangka
pembuatan  alur
yang akan
diunggah ke
website baru
pengaduan
masyarakat.
Nasionalisme:
terutama  terkait

Pengaduan
masyarakat
yang akuntabel
dan efektif
dengan
berkoordinasi
dan membuat
laporan
koordinasi.

Akuntabel: Dapat
dipertanggungjaw
abkan, baik oleh
DPR RI sebagai
lembaga
perwakilan,
maupun
sebagai
supporting
system
DPRRI.
Profesional:
kegiatan ini
dilakukan secara
profesional  dan
bebas dari
berbagai
kepentingan
sehingga sejalan
dengan nilai
profesionalisme
organisasi.
Integritas:
kegiatan ini
dilakukan secara
konsisten, dan
disesuaikan
dengan visi dan

Setjen

kepada
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nilai sila ke empat,
yaitu
musyawarah dan
mufakat dalam
mengkoordinasika
n desain alur
rancangan alur
penyampaian
aspirasi dan
pengaduan
masyarakat
melalui surat.
Etika Publik: Etika
Publik lainnya
yang diterapkan

yaitu cermat
dalam
menginterpretasik
an sumber

bacaan terutama
SOP Pengaduan
masyarakat dan
menginterpretasik
annya menjadi
desain infografis
alur penyampaian
surat aspirasi dan
pengaduan

masyarakat

melalui surat.

Etika Publik:
adapun nilai Etika
Publik lainnya
yang diterapkan
yaitu cermat

misi biro hukum
dan pengaduan
masyarakat, serta
sesuai tugas dan
fungsi dari
jabatan  penulis
sebagai analis
pengaduan

masyarakat.
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dalam
menginterpretasik
an sumber
bacaan terutama
SOP Pengaduan
masyarakat dan
menginterpretasik
annya menjadi
desain infografis
alur penyampaian
surat aspirasi dan
pengaduan
masyarakat
melalui surat.
Selain itu nilai
etika public
dilaksanakan
dengan
mengedepankan
sopan santun dan
hormat dalam
berdiskusi dengan
Kepala Bagian
Unit  Pengaduan
Masyarakat.

Anti Korupsi: Nilai
anti korupsi
dijalankan dengan
mengedepankan
kejujuran,
terutama  dalam
menginterpretasik

an materi
pedoman umum
pengelolaan
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aspirasi dan
pengaduan
masyarakat DPR
RI yang
merupakan bahan
utama dalam
pembuatan desain
alur penyampaian
surat aspirasi dan
pengaduan
masyarakat
melalui surat.

Peran dan Kedudukan
1. Kegiatan ini memiliki
peran untuk melayani
publik.  Hal tersebut
karena  kegiatan ini
menunjang  pelayanan
pengaduan masyarakat
yang merupakan pintu
gerbang masyarakat
yang akan mengadukan

atau menyampaikan
aspirasinya kepada
Lembaga perwakilan
masyarakat.
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B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN

€

" Mengumpulkan

Gambar 1. Kegiatan Aktualisas

DIANYA ALUR PENYAMPAITAN SURAT
ENGADUAN MASYARAKAT MELALEL SURAT

Kegiatan 2:

Rapat dengan Jajaran
Pegawali Unit Pengaduan
Masyarakat

Kegiatan 4:
Membuat
Infografis

Kegiatan 3:

materi

TEREEDIANY & AT R TEASPIRAST DAN

1#7....;-....9/1.& ,. . ,.._._,.,N..(,q...fl..
ME ! AN
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Gambar |: Penjelasan Kegiatan

1. Kegiatan Pertama: Koordinasi dengan BDTI

A Rapat Nota Dinas,

SHR R e ey e Koordinasi CPNS ‘ derr hadlc

o OB B dengan BDTI L: .
- DENGAN psing

BOTI.

. Pembuatan Nota Dinas Permohonan
) untuk dijadikan admin website baru
pengaduan masyarakat

‘ Nota Dinas Permoh¢
untuk dijadikan adm

Buku Panduan Web:
Baru Pengaduan
Masyarakat
Gambar 2. Kegiatan Pertama dari aktualisasi
No. | NilaiANEKA | Nilai Organisasi Peran dan Kedudukan
"1 | Akuntabiltas | Akuntabel “Pelayanan Publik
2 | Nasionalisme Profesional Whole of Government

3 | Etika Publik Integritas

4 | Komitmen Mutu

5 | Anti Korupsi

Tabel 1. Keterkaitan Nilai-nilai dengan kegiatan aktulisasi

Koordinasi dengan BDTIl merupakan sebuah kegiatan yang perlu
dilakukan karena nantinya output alur pengaduan penyaluran surat
aspirasi dan pengaduan masyarakat dengan menggunakan
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infografis akan diunggah ke website baru pengaduan masyarakat.
Pembuatan website pengaduan masyarakat juga merupakan
kerjasama yang dilakukan antara Unit Pengaduan Masyarakat
dengan BDTI. Kegiatan ini terutama menyangkut nilai WOG, dimana
adanya kerjasama antara Unit Pengaduan Masyarakat dengan BDTI.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dilakukan dengan melakukan
beberapa tahapan.

1.1. Tahapan Kegiatan:

a. Rapat koordinasi: Tahahapan ini dilakukan terlebih dahulu
dengan berkoordinasi dengan BDTI. Tahapan ini dilakukan
secara bersama-sama dengan CPNS lain karena
keterbatasan BDTI untuk dapat menghadiri rapat satu
persatu dengan semua CPNS yang kegiatan aktualisasinya
berhubungan dengan BDTI, sehingga rapat koordinasi
dilakukan di ruangan Pusdiklat dan dibuka oleh pihak
Pusdiklat DPR RI. Berikut merupakan screenshot
penjadwalan waktu koordinasi dengan pihak BDTI:
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Baik Mas Airtangga dibuatkan dulu hari
Rabu ya Mas, _, terimakasih banyak,
selamal pagi Mas_,

MEE .

Hari ini mas airlangga bisa pukul berapa?
Di ruang rapat dikiat gapapa Mas?
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Hkahmi?imﬁsagau?jama,w
~ biar cepet saya juga kemungkinan mau

kalo iya kita ketemuan di dikiat

K BT, &
n;aam mas saya infoKan dul ke tem I
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Gambar 3. Koordinasi waktu rapat dengan BDTI

Selain itu, output dari kegiatan ini adalah Nota Dinas dari
Pusdiklat untuk membantu terlaksananya aktualisasi dari
CPNS yang berhubungan dengan BDTI, daftar hadir rapat
koordinasi dan laporan singkat. Adapun dokumentasi juga
dilakukan untuk membuktikan rapat benar-benar dilakukan.
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Gambar 4. Pelaksanaan koordinasi dengan BDTI

b. Pembuatan Nota Dinas Permohonan untuk dijadikan Admin

website baru pengaduan masyarakat: Tahapan ini
merupakan tindak lanjut dari tahapan rapat koordinasi yang
dilakukan di minggu terakhir bulan Juli 2019. Tahapan ini
juga dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi
dengan Kepala Bagian pengaduan Masyarakat selaku
atasan dan mentor dalam pelaksanaan aktualisasi ini.
Tahapan ini dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2019.

1.2. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
Terdapat lima nilai ASN yang terkait dengan kegiatan ini, yaitu:

a.

Akuntabilitas: Nilai akuntabilitas dilakukan dengan
membuat pertanggungjawaban rapat berupa daftar hadir,
dan laporan singkat rapat. Selain ini kegiatan ini memiliki
nilai akuntabilitas karena dilaksanakan dengan penuh rasa
tanggung jawab untuk mencapai tujuan berupa masukan
agar alur penyampaian surat aspirasi dan pengaduan
masyarakat melalui surat dapat dibuat dengan baik. Selain
itu penulis juga berpartisipasi aktif dalam berdiskusi pada
saat kegiatan rapat koordinasi.

Nasionalisme: Kegiatan ini mengandung nilai nasionalisme,
terutama sila keempat yang mengandung nilai-nilai
musyawarah dan mufakat.
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c. Etika Publik: Penulis melaksanakan kegiatan koordinasi
dengan sikap hormat, dan sopan kepada BDTI dan pihak
lain yang terlibat. Hal ini tercermin dari penerimaan penulis
terhadap saran dan pendapat dari BDTI. Saat pelaksanaan
kegiatan rapat, penulis dengan cermat mendengarkan,
memahami, dan mencatat ide serta masukan dari BDTI.

d. Komitmen Mutu: Rapat koordinasi yang dilakukan bertujuan
untuk mencapai output yang diinginkan dengan lebih efektif
dan efisien. Selain itu, rapat koordinasi juga menjaga agar
alur penyaluran surat aspirasi dan pengaduan masyarakat
dengan menggunakan infografis dapat dibuat dengan baik.

e. Anti Korupsi: kegiatan koordinasi dengan BDTI
dilaksanankan dengan jujur dan berjalan tepat waktu.

1.3. Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkait dengan kegiatan ini,

yaitu:

a. Akuntabel: Dapat dipertanggungjawabkan, baik oleh DPR RI
sebagai lembaga perwakilan, maupun Setjen sebagai
supporting system kepada DPR RI.*

b. Profesional: kegiatan ini dilakukan secara professional dan
bebas dari berbagai kepentingan sehingga sejalan dengan
nilai profesionalisme organisasi.

c. Integritas: kegiatan ini dilakukan secara konsisten, dan
disesuaikan dengan visi dan misi biro hukum dan
pengaduan masyarakat, serta sesuai tugas dan fungsi dari
jabatan penulis sebagai analis pengaduan masyarakat.

*DPR RI, 2014, Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Dewan Perwakilan
Rakyat RI, DPR R, Jakarta.

27



1.4. Peran dan Kedudukan ASN
Terdapat dua peran dan kedudukan ASN yang berkaitan

dengan kegiatan ini, yaitu:

a. Pelayanan Publik: Kegiatan ini memiliki peran untuk

melayani publik. Hal tersebut karena kegiatan ini menunjang
pelayanan pengaduan masyarakat yang merupakan pintu
gerbang masyarakat yang akan mengadukan atau
menyampaikan aspirasinya kepada Lembaga perwakilan
masyarakat.

. Whole of Government: terwujud melalui kegiatan koordinasi

dan diskusi dengan wunit kerja lain dalam rangka
mewujudkan alur penyampaian surat aspirasi dan
pengaduan masyarakat yang berorientasi kepada mutu,
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga

tercipta pelayanan yang prima kepada masyarakat.

2. Rapat dengan Jajaran Unit Pengaduan Masyarakat

penjadwalan waktu r Undangan
dan pembuatan undangan
2 2\ Pelaksanaan, dokumentagi Daftar Hadir
/ dan pembuatan daftar hadir | dan Foto
Membuat laporan e
singkat rapat ms) | Lapsing
No. | Nilai ANEKA | Nilai Organisasi - | Peran dan Kedudukan
1 | Akuntabilitas | Akuntabel | Pelayanan Publik
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2 | Nasionalisme Profesional

3 | Etika Publik Integritas

4 | Komitmen Mutu

5 | Anti Korupsi

Kegiatan kedua yang dilakukan adalah rapat dengan jajaran
unit pengaduan masyarakat. Kegiatan ini menjadi media komunikasi
antara pegawai di Unit Pengaduan Masyarakat DPR RI yang
dilakukan agar alur penyampaian srat aspirasi dan pengaduan
masyarakat dengan media infografis dapat dibuat dengan baik.

Kegiatan ini sendiri memilik beberapa tujuan, yaitu: pertama,
untuk mengkoordinasikan maksud dan tujuan dari pembuatan alur
penyampaian surat aspirasi dan pengaduan masyarakat. Kedua,
untuk menyamakan persepsi mengenai alur penyampaian surat
aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui surat yang akan
diunggah ke website baru pengaduan masyarakat. Ketiga, untuk
mengetahui tindak lanjut apa saja yang dapat dilakukan agar
pembuatan alur penyapaian surat aspirasi dan pengaduan
masyarakat menggunakan infografis dapat dilaksanakan. Rapat
koordinasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019.
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Gambar 4. Rapat dengan Jajaran Unit Pengaduan
Masyarakat

Adapun kegiatan rapat internal tersebut dilakukan melalui
beberapa tahapan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan
maksud dan tujuan dari pembuatan alur penyampaian surat aspirasi
dan pengaduan masyarakat melalui surat, serta untuk mendapatkan
masukan mengenai materi perubahan dan pembagian tugas dalam
menyelesaikan kegiatan. Rapat koordinasi dilaksanakan pada hari
Selasa tanggal 16 April 2019.

2.1 Tahapan Kegiatan

a. Penjadwalan waktu rapat dan pembuatan undangan:
Penjadwalan waktu rapat dilakukan terlebinh dahulu sebelum
membuat undangan rapat. penjadwalan rapat dilakukan
dengan konsultasi terlebih dahulu ke bagian TU dan Kepala
Bagian. undangan rapat dibuat untuk memperjelas waktu
rapat, tema rapat, dan siapa saja yang akan diikut sertakan
dalam rapat.

b. Pelaksanaan, dokumentasi dan pembuatan daftar hadir:
Sebelum melaksanakan kegiatan rapat internal akan
dilakukan dokumentasi rapat, baik dengan pengambilan
gambar ataupun pendokumentasian daftar hadir untuk
membuktikan jika rapat benar-benar dilakukan sesuai dengan
tema rapat dan undangan.

c. Pembuatan laporan singkat rapat. Laporan singkat dibuat

untuk meringkas isi rapat, dan realisasi hasil rapat. Laporan
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singkat dibuat dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan
Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat selaku mentor.

2.2. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Terdapat dua nilai ASN yang terkait dengan kegiatan ini, yaitu:

a. Akuntabilitas: Nilai akuntabilitas dilakukan dengan membuat
pertanggungjawaban rapat berupa undangan, daftar hadir,
dan laporan singkat rapat. Selain ini kegiatan ini memiliki nilai
akuntabilitas karena dilaksanakan dengan penuh rasa
tanggung jawab untuk mencapai tujuan berupa masukan
agar alur penyampaian surat aspirasi dan pengaduan
masyarakat melalui surat dapat dibuat dengan baik. Selain itu
penulis juga berpartisipasi aktif dalam berdiskusi pada saat

~ kegiatan rapat koordinasi.

b. Nasionalisme: Kegiatan ini mengandung nilai nasionalisme,
terutama sila keempat yang mengandung nilai-nilai
musyawarah dan mufakat.

c. Etika Publik: Penulis melaksanakan kegiatan rapat koordinasi
dengan sikap hormat, dan sopan kepada jajaran Unit
Pengaduan Masyarakat. Hal ini tercermin dari penerimaan
penulis terhadap saran dan pendapat dari jajaran Unit
Pengaduan Masyarakat. Saat pelaksanaan kegiatan rapat,
penulis dengan cermat mendengarkan, memahami, dan
mencatat ide serta masukan dari jajaran unit pengaduan
masyarakat.

d. Komitmen Mutu: Rapat koordinasi yang dilakukan bertujuan
untuk mencapai output yang diinginkan dengan lebih efektif
dan efisien. Selain itu, rapat koordinasi juga menjaga agar
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e.

alur penyaluran surat aspirasi dan pengaduan masyarakat
dengan menggunakan infografis dapat dibuat dengan baik.
Anti Korupsi: rapat koordinasi pengembangan standar
layanan publik dilaksanankan dengan jujur dan berjalan tepat
waktu.

2.3. Penguatan Nilai Organisasi

2.4,

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkait dengan kegiatan ini,

yaitu:

a.

Akuntabel: Dapat dipertanggungjawabkan, baik oleh DPR RI
sebagai lembaga perwakilan, maupun Setjen sebagai
supporting system kepada DPR RI.

Profesional: kegiatan ini dilakukan secara professional dan
bebas dari berbagai kepentingan sehingga sejalan dengan
nilai profesionalisme organisasi.

Integritas: kegiatan ini dilakukan secara konsisten, dan
disesuaikan dengan visi dan misi biro hukum dan
pengaduan masyarakat, serta sesuai tugas dan fungsi dari
jabatan penulis sebagai analis pengaduan masyarakat.

Peran dan Kedudukan ASN

Terdapat satu peran dan kedudukan ASN yang berkaitan

dengan kegiatan ini, yaitu pelayanan publik. Dimana kegiatan ini

memiliki peran untuk melayani publik. Hal tersebut karena

kegiatan ini menunjang pelayanan pengaduan masyarakat yang

merupakan pintu gerbang masyarakat yang akan mengadukan

atau menyampaikan aspirasinya kepada Lembaga perwakilan

masyarakat.
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3. Mengumpulkan materi-materi Penyampaian surat aspirasi dan

pengaduan masyarakat melalui surat

‘ i Meminta materi penyampaian surat - sop Pengadu‘l
s i, aspirasi dan pengaduan masyarakat Masyarakat
s \ melalui surat kepada Kepala Bagian 5
i ; ey A\ S/ unit Pengaduan Masyarakat dengan Tujua
: ‘?Mlﬁﬂwn;mlﬁw AKD & Pimpir
: : : Membaca materi pedoman umum pengelolaan
A '_ aspirasi dan pengaduan masyarakat DPR RI, yang
- berisikan dasar-dasar penyampaian surat aspirasi R;ngkasan Lapo
\\__/ ‘= * dan pengaduan masyarakat melalui surat ‘ i .
Evaluasi Standa
Pelayanan Bagi
Pengaduan
Masyarakat
No. | Nilai ANEKA | Nilai Organisasi Peran dan Kedudukan
1 | Akuntabilitas Akuntabel Pelayanan Publik
3 | Etika Publik Profesional
5 | Anti Korupsi Integritas

Mengumpulkan materi merupakan sebuah kegiatan yang akan
menjadi bahan pokok dari pembuatan alur penyampaian surat
aspirasi dan pengaduan melalui surat. kegiatan ini terutama
mengedepankan prinsip akuntabilitas, karena sifatnya transparan
dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.1. Tahapan Kegiatan
Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu
a. Permintaan materi penyampaian surat aspirasi dan

pengaduan masyarakat melalui surat kepada jajaran Bagian
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Unit Pengaduan Masyarakat. Tahapan ini dilakukan agar
alur penyampaian surat aspirasi dan pengaduan masyarakat
dapat dibuat sesuai dengan koridor-koridor dan memiliki
dasar. Pengumpulan materi tidak dapat dilakukan tanpa
berkoordinasi terlebih dahulu dengan jajaran pegawai di Unit
Pengaduan Masyarakat. Terdapat tiga materi yang
disarankan oleh mentor untuk digunakan dalam membuat
alur penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat
melalui surat dengan menggunakan infografis:

a.1 Laporan Evaluasi Standar Pelayanan Bagian
Pengaduan Masyarakat (2019)

Adapun penulis hanya mengambil materi yang dibutuhkan
(penyaluran aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui
surat tertulis)®. Inti dari materi yang diambil penulis untuk
membuat alur adalah:

e Surat yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan, Analisa
dilakukan oleh para analis Pengaduan Masyarakat.
Perlakuan untuk surat yang ditujukan kepada Pimpinan
yaitu: surat dibuatkan kronologis secara berurutan,
kemuadian bagian pengaduan masyarakat memberikan
pertimbangan hukum sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan terkait dengan permasalahan atau
kasus yang diadukan atau disampaikan oleh pengadu.
Kemudian bagian pengaduan masyarakat memberikan
rekomendasi kepada Pimpinan untuk menindaklanjuti

sesuai dengan permasalahan tersebut. Surat yang

® Bagian Pengaduan Masyarakat, Setjen dan BK DPR RI, 2019,” Laporan Evaluasi Standar Pelayanan
Bagian Pengaduan Masyarakat”, Jakarta, 2019.
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ditandatangani sendiri maupun ditangani dengan
memberitahukan kepada counter part atau pihak yang
terkait dengan permasalahan tersebut atau disampaikan
kepada komisi terkait untuk menindaklanjuti masalah
tersebut melalui Audiensi atau rapat dengar pendapat
umum. Selain itu, permasalahan tersebut juga
disampaikan kepada Fraksi-fraksi di DPR RI sesuai
dengan Daerah Pemilihan Anggota yang terdapat
masalah.
Surat yang ditujukan kepada Komisi dan Badan: Proses
surat tersebut ditangani oleh para analis hanya sampai
pembuatan kronologis. Kemudian surat tersebut
dibuatkan pengantar kepada Deputi Bidang Administrasi
untuk dimintakan persetujuannya guna menyampaikan
ke Komisi dan Badan.

2. SOP Pengaduan Masyarakat melalui surat

dengan tujuan AKD.
3. SOP Pengaduan Masyarakat melalui surat

dengan tujuan Pimpinan.

Gambar 5. Koordinasi materi alur penyampaian surat
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aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui surat

a.2 SOP Pengaduan Masyarakat dengan Tujuan
Pimpinan DPR RI
a.3. SOP Pengaduan Masyarakat dengan Tujuan
Komisi dan Badan

3.2. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Setiap tahapan kegiatan yang dilakukan harus
menerapkan nilai-nilai dasar PNS, dimana penulis harus benar-
benar memastikan bahwa nilai- nilai dasar tersebut
terinternalisasi dan terhabituasi dengan baik. Keterkaitan
dengan nilai-nilai dasar, kedudukan & peran PNS dalam
pelaksanaan tahapan kegiatan aktualisasi ini antara lain
meliputi nilai-nilai sebagai berikut:

a. Nilai Akuntabilitas: Dimana penulis sebagai analis dan
pembuat alur penyampaian surat aspirasi dan pengaduan
masyarakat melalui surat harus bertanggung jawab penuh
dan jujur dalam membaca materi dalam rangka pembuatan
alur yang akan diunggah ke website baru pengaduan
masyarakat. Sehingga alur yang dibuat dan diunggah
bermutu dan berlandaskan materi-materi yang telah
didapatkan.

b. Etika Publik: adapun nilai Etika Publik lainnya yang
diterapkan yaitu cermat dalam mencari sumber bacaan
terutama materi SOP pengaduan masyarakat DPR RI
sebagai sumber utama dalam pembuatan alur

penyampaian surat aspirasi dan pengaduan masyarakat
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melalui surat. Selain itu nilai etika public dilaksanakan
dengan mengedepankan sopan santun dan hormat dalam
berdiskusi dengan Kepala Bagian Unit Pengaduan
Masyarakat.

c. Anti Korupsi: Nilai anti korupsi dijalankan dengan
mengedepankan ‘ kejujuran, terutama dalam
menginterpretasikan SOP Pengaduan Masyarakat yang
merupakan bahan utama dalam pembuatan alur
penyampaian surat aspirasi dan pengaduan masyarakat
melalui surat.

3.3. Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkait dengan kegiatan ini,

yaitu:

a. Akuntabel: Dapat dipertanggungjawabkan, baik oleh DPR
Rl sebagai lembaga perwakilan, maupun Setjen sebagai
supporting system kepada DPR RI.

b. Profesional: kegiatan ini dilakukan secara profesional dan
bebas dari berbagai kepentingan sehingga sejalan dengan
nilai profesionalisme organisasi.

c. Integritas: kegiatan ini dilakukan secara konsisten, dan
disesuaikan dengan visi dan misi biro hukum dan
pengaduan masyarakat, serta sesuai tugas dan fungsi dari
jabatan penulis sebagai analis pengaduan masyarakat.

3.4. Peran dan Kedudukan ASN

Terdapat dua peran dan kedudukan ASN yang berkaitan

dengan kegiatan ini, yaitu:
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a. Pelayanan Publik: Kegiatan ini memiliki peran untuk
melayani publik. Hal tersebut karena kegiatan ini menunjang
pelayanan pengaduan masyarakat yang merupakan pintu
gerbang masyarakat yang akan mengadukan atau
menyampaikan aspirasinya kepada Lembaga perwakilan
masyarakat.

4. Membuat Desain Infografis Alur Penyampaian Surat Aspirasi
dan Pengaduan Masyarakat melalui Surat

Desain Alur

i o Membuat Konsep desain alur penyampaian # Pengaduan dengan

surat aspirasi dan pengaduan masyarakat
dengan menggunakan Microsoft word Ms. Word

Membuat desain alur penyampaian surat

aspirasi dan pengaduan masyarakat

N’ dengan menggunakan aplikasi Piktochart =) Desain. Alur
Pengaduan
dengan Piktochart
No. | Nilai ANEKA | Nilai Organisasi | Peran dan Kedudukan
1| Akuntabilitas Akuntabel | Pelayanan Publik
2 | Nasionalisme Profesional
3 | Etika Publik Integritas

4 | Komitmen Mutu

5 | Anti Korupsi
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Membuat desain infografis merupakan sebuah kegiatan yang
mengedepankan nilai-nilai komitmen mutu. dimana nilai-nilai efektif
dan efisien menjadi nilai yang utama.

4.1 Tahapan Kegiatan

Adapun kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

a. Membuat Konsep desain alur penyampaian surat aspirasi
dan pengaduan masyarakat dengan menggunakan
Microsoft word: sebelum membuat desain alur yang akan
diunggah ke website pengaduan masyarakat, terlebih
dahulu desain alur penyampaian surat aspirasi dan
pengaduan masyarakat melalui surat dibuat dengan
menggunakan aplikasi Ms. Word.

b. Membuat desain alur penyampaian surat aspirasi dan
pengaduan masyarakat dengan menggunakan aplikasi
Piktochart: setelah desain alur pengaduan disetujui oleh
Kepala Bagian Pengaduan masyarakat, desain alur
penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat akan
dibuat melalui aplikasi Piktochart.

4.2 Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
Setiap tahapan kegiatan yang dilakukan harus menerapkan
nilai-nilai dasar PNS, dimana penulis harus benar-benar
memastikan bahwa nilai- nilai dasar tersebut terinternalisasi dan
terhabituasi dengan baik. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar,
kedudukan & peran PNS dalam pelaksanaan tahapan kegiatan
aktualisasi ini antara lain meliputi nilai-nilai sebagai berikut:

a. Akuntabilitas: Dimana penulis sebagai analis dan pembuat
alur penyampaian surat aspirasi dan pengaduan masyarakat
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e.

melalui surat harus bertanggung jawab penuh dan jujur
dalam membaca materi dan menginterpretasikannya ke
dalam desain infografis dalam rangka pembuatan alur yang
akan diunggah ke website baru pengaduan masyarakat.
Sehingga alur yang dibuat dan diunggah bermutu dan
berlandaskan materi-materi yang telah didapatkan.
Nasionalisme: Kegiatan ini mengandung nilai nasionalisme,
terutama sila keempat yang mengandung nilai-nilai
musyawarah dan mufakat.

Etika Publik: adapun nilai Etika Publik lainnya yang
diterapkan yaitu cermat dalam menginterpretasikan sumber
bacaan terutama SOP Pengaduan masyarakat dan
menginterpretasikannya menjadi desain infografis alur
penyampaian surat aspirasi dan pengaduan masyarakat
melalui surat. Selain itu nilai etika public dilaksanakan
dengan mengedepankan sopan santun dan hormat dalam
berdiskusi dengan Kepala Bagian Unit Pengaduan
Masyarakat.

Komitmen Mutu: Pembuatan desain yang dilakukan
bertujuan untuk mencapai output yang diinginkan dengan
lebih efektif dan efisien. Selain itu, pembuatan desain
dengan berkoordinasi dengan Kepala Bagian Pengaduan
Masyarakat selaku atasan juga menjaga agar alur
penyaluran surat aspirasi dan pengaduan masyarakat
dengan menggunakan infografis dapat dibuat dengan baik.
Anti Korupsi: Nilai anti korupsi dijalankan dengan
mengedepankan kejujuran, terutama dalam

menginterpretasikan materi pedoman umum pengelolaan
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aspirasi dan pengaduan masyarakat DPR RI yang
merupakan bahan utama dalam pembuatan desain alur
penyampaian surat aspirasi dan pengaduan masyarakat

melalui surat.

4.3 Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkait dengan kegiatan ini,

yaitu:

a. Akuntabel: Dapat dipertanggungjawabkan, baik oleh DPR RI
sebagai lembaga perwakilan, maupun Setjen sebagai
supporting system kepada DPR RI.

b. Profesional: kegiatan ini dilakukan secara profesional dan
bebas dari berbagai kepentingan sehingga sejalan dengan
nilai profesionalisme organisasi.

c. Integritas: kegiatan ini dilakukan secara konsisten, dan
disesuaikan dengan visi dan misi biro hukum dan
pengaduan masyarakat, serta sesuai tugas dan fungsi dari
jabatan penulis sebagai analis pengaduan masyarakat.

4.4 Peran dan Kedudukan ASN

Terdapat satu peran dan kedudukan ASN yang berkaitan

dengan kegiatan ini, yaitu:

a. Pelayanan Publik: Kegiatan ini memiliki peran untuk
melayani publik. Hal tersebut karena kegiatan ini menunjang
pelayanan pengaduan masyarakat yang merupakan pintu
gerbang masyarakat yang akan mengadukan atau
menyampaikan aspirasinya kepada Lembaga perwakilan
masyarakat.
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5. STAKE HOLDER
Terdapat tiga pihak yang terlibat dan terkena dampak dari

pelaksanaan aktualisasi ini, yaitu:

No. Internal Eksternal _
1 pegawai di unit kerja pengaduan | Masyarakat yang nantinya akan mengakses
masyarakat Setien dan BK DPR Rl | website pengaduan masyarakat baru.
2 Bidang Data dan Tekonologi
Informasi (BDTI) Setijen dan BK
DPRRI
6. ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN
Menurut pendapat penulis, jika kegiatan tidak dilakukan, maka
dampak yang mungkin terjadi adalah:
Nomor | Kegiatan Dampak Jika Tidak dilakukan
1 Rapat dengan jajaran Unit Pengaduan | Maka tidak bisa mengetahui
Masyarakat informasi yang bisa diakses dan
tidak bisa diakses publik
2 Mengumpulkan materi-materi alur pengaduan | Maka data alur pengaduan melalui
masyarakat melalui SMS, Website dan Surat | SMS, website, dan surat tidak
akan terkumpul
3 Membuat Desain infografis alur pengaduan | Maka desain yang dibuat tidak
masyarakat akan baik dan menarik
4 Koordinasi unit pengaduan masyarakat | Maka desain infografis hanya
dengan BDTlI mengenai hasil desain | dapat diakses oleh Unit
infografis Pengaduan Masyarakat, dan

nantinya tidak bisa diakses publik.
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7. TIME TABLE KEGIATAN

Adapun jadwal kegiatan yang akan dilakukan dalam melakukan aktualisasi, adalah sebagai
berikut:

Koordinasi dengan BDTI

« Rapat Koordinasi
CPNS dengan BDTI

« Pembuatan Nota Dinas
Permohonan untuk
dijadikan admin
website baru
pengaduan masyarakat

Rapat Internal dengan

2 | Jajaran Unit Pengaduan

Masyarakat

e Pembuatan Undangan

» Pelaksanaan Rapat

e Pembuatan Laporan
Singkat
Mengumpulkan materi-

materi Penyampaian
surat aspirasi dan
pengaduan masyarakat
melalui surat.

« Meminta materi ;
penyampaian surat : _
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aspirasi dan
pengaduan masyarakat
melalui surat kepada
Kepala Bagian Unit
Pengaduan
Masyarakat

¢ Membaca materi
penyampaian surat
aspirasi dan
pengaduan masyarakat
melalui surat kepada
Kepala Bagian Unit
Pengaduan
Masyarakat

Membuat Desain
Infografis Alur
Penyampaian Surat
Aspirasi dan Pengaduan
Masyarakat melalui Surat

e Membuat Desain
Infografis Alur
Penyampaian Surat
Aspirasi dan
Pengaduan
Masyarakat melalui
Surat dengan
menggunakan MS.
Word

e Membuat Desain
Infografis Alur
Penyampaian Surat




Aspirasi dan
Pengaduan
Masyarakat melalui
Surat dengan
menggunakan
Piktochart

teterangan :

I : Rancangan
B : Realisasi
| : Akhir Pekan
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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan, maka dapat

disimpulkan bahwa:

a.

Pelaksanaan aktualisasi ini’banyak mengimplementasikan nilai-nilai
dasar ASN, kedudukan dan peran ASN dalam menjalankan tugas dan
kewajiban. Implementasi nilai-nilai dasar ASN tersebut dapat
meningkatkan profesionalisme dalam bekerja yang akan berdampak
pada peningkatan kualitas hasil pekerjaan.

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi terdapat kendala-kendala yang
dihadapi, karenanya diperlukan kebijaksanaan dalam menyikapi dan
perlu koordinasi yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait.

Rangkaian kegiatan aktualisasi ini memberikan kesadaran kepada
penulis dan jajaran pegawai di Unit Pengaduan Masyarakat akan
pentingnya ketersediaan alur penyampaian surat aspirasi dan
pengaduan masyarakat dalam bentuk infografis.

Alur penyampaian surat aspirasi dan pengaduan masyarakat dalam
bentuk infografis, akan mempermudah analis dalam menentukan
rekomendasi tujuan di lembar analisa dan lembar disposisi.

alur penyampaian surat aspirasi dan pengaduan masyarakat dalam
bentuk infografis akan mempermudah masyarakat yang ingin
menyampaikan surat aspirasi atau pengaduan masyarakat melalui

surat.
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B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan pada penulisan laporan aktualisai ini

adalah:

a. Alur penyampaian surat aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui
surat dalam bentuk infografis yang telah diunggah ke website baru
pengaduan masyarakat perlu disosialisasikan, tidak hanya kepada
jajaran pegawai di Unit Pengaduan Masyarakat, tetapi juga kepada
unit-unit lain yang bertugas dalam pendisposisian surat aspirasi dan
pengaduan masyarakat.

b. Perlu dibuatnya alur penyampaian surat aspirasi dan pengaduan
masyarakat melalui website dan SMS, yang nantinya diunggah ke
website baru pengaduan masyarakat.

c. Dicetaknya alur penyampaian surat aspirasi dan pengaduan
masyarakat melalui surat dalam bentuk infografis, yang dapat
diberikan kepada pengadu yang sewaktu-waktu datang ke Unit
Pengaduan Masyarakat untuk berkonsultasi perihal penyampaian
surat aspirasi dan pengaduan.
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LAMPIRAN

1. Lampiran Kegiatan Koordinasi dengan BDTI
a. Rapat Koordinasi CPNS dengan BDTI
- Nota Dinas Permohonan Bantuan Bagi CPNS yang

Bekerjasama dengan BDTI dalam Aktualisasinya
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- Daftar Hadir Rapat Koordinasi
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- Laporan Singkat Rapat Koordinasi
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b. Permohon untuk Dijadikan Admin Website Baru Pengaduan
Masyarakat
- Nota Dinas Permohonan untuk Dijadikan Admin Website
Baru Pengaduan Masyarakat
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Buku Panduan Website Pengaduan Masyarakat

§' o~ "*,: Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian
% ..o DPRRI

Buku Panduan

Pengaduan Masyarakat

Infografis Alur Proses Penanganan

Pengaduan Masyarakat




Masuk (Log In) ke Portal

+ https://portal.dpr.go.id

Dashboard Aplikasi Pengaduan Masyarakat Admin
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% Dashboard

Rekap Pengaduan

= Statistik -
Keterangan ¢ Juimiah . P
f L
# Adobe
ser Hanual - o

D
Statistik Pengaduan 1
Sather Setjen
£

Adobe

Menambah Infografis

Pada Menu Administrasi, pilih Daftar Konten Statis.

Laporan

Data Pengaduan (2) Data Website

7 Adobe

54



Setelah itu pilih item Alur Proses Pengaduan Masyarakat, kemudian pilih
Edit.

i Ny i
Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang teiah ditetapkan

1. Tidak menerima uang, hadiah, atau dalam bentuk apapun dari Pengadu

2. Menjaga kerahasiaan indentitas Pengadu.

3. Netral, akuntabel, dan tidak diskriminatif dalam penanganan surat pengaduan masyarakat.
4. Bersikap, berperilaku, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.

dan apabila tidak menepati janiji ini, kami slap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Syarat- Ex audire elaboraret cum, ei enim salutatus definitiones vim. Nam ut ancillae volutpat facilisis, dicant accusata signiferumque an  EDIT | DELETE
Syarat eam, tation sadipscing ut vel, Salutatus dissentias cum id, pri at natum facilis. Hinc aliquid deseruisse ¢l mea, mazim prompta
mengirimkan ' perpetua id duo, eam dolor populo ne. Et mea meis verear nostrud, habemus lucilius persequeris eum ut, usu etiam persequerss
Pengaduan id. Pro tantas partemn te, usu vivendum explicari id, Quem nisl id vis. Sit scriptorem appeliantur id, ad vix dolor exerci lisque.
Masyarakat - Adolescens efficiendi mel ut, mel vidit constituam ei. Zril noster vocibus quo at. Inanl aliquip ea usy, debet feuglat te vis, no eos
nemaore latine ullamcorper, Est ne prima harum nominavi, probo faili movet el pro, duo magna consul appareat et. Diam legendos
vel eu. Ipsum consul torquatos ad vis, et ridens causae pertinax eam, qui detracto nominavi percipitur at. An facer molestie
moderatius has. Brute novum sadipscing pro et. Ad ius odlo dicit persecuti. Mel te viris audire, eu esse antiopam expetenda vim.
I1d quidam omittam vel, nam veniam delectus at, eu clita gloriatur mea, Quod corpora nominavi ef eam, vix eu postea officiis
interprataris. Tantas vivendo ne vel, vim ad imperdier cotidieque, quas senserit ut qui. Quo exerci epicurei elaboraret an, simul
iriure at nam, nibh veniam laudem vel te. Ex eos brute congue periculis, nec tacimates mediocrem necessitatibus eu. Ne erat

Akan muncul tampilan text editor. Masukkan bahan infografis beserta dengan
gambar yang dibutuhkan.

en ga duan CEETTTTITNRTI

Edit Konten Statis

Back to Daftar Konten Statis

Judul ' Alur Proses

Konten :

Bome @D RSB %L BEE ~ QN K

B I U . & % % L i 32 -E??Si&i:li‘- ad 17
éa;a- - .Bm‘\u-i': - Fa.t;! sk = A B0 R :

Zril noster vocibus quo at. Inani aliguip ea usu. debet feugiat te vis. no eos nemore latine ullamcorper Est ne prima harum nominavi
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Tekan icon Gambar/Picture seperti pada gambar di atas. Setelah itu akan
muncul pop up baru untuk mengunggah gambar baru.

Image Properties x

Info Gambar | Tautan Unggah Advanced

URL
[ | | Jeaian Servr

Teks alternatif

Lebar Pratinjau

Lorem ipsum dolor sit amet, consecletuer adipiscing

-~ @ C |eiit Maecenas feugiat consequat diam. Maecenas
Tinggl metus. Vivamus diam purus, cursus a, commogdo
non, facilisis vitae, nulla. Aenean dictum lacinia tortor.
Nunc iaculis, nibh non iaculis aliquam, orci felis
Balas evismod neque, sed ornare massa mauris sed velit.
Nulia pretium mi et risus. Fusce mi pede, tempor id,
cursus ac, ullamcorper nec, enim. Sed tortor. :
HSpace Curabitur molestie. Duis velit augue, condimentum at, '
ultrices a, luctus ut, orci, Donec pellentesque egeslas
eros. Integer cursus, augue in cursus faucibus, eros
VSpace pede bibendum sem, in tempus tellus justo quis

. ligula. Etiam eget tortor. Vestibulum rutrum, est ut

st s e il i s s - R ot i I » Vo 2
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Pilih tombol Jelajah Server, akan muncul jendela baru untuk mengunggah file
gambar yang akan kita simpan.

(XX ) S L » a i e g
() ot Soraor | DNRISARSG: O G .1 T e oy A% ke et £ g M Sy Aty A g P e
e % i el o ot g S

|

Tekan tombol Unggah seperti icon di bawah ini.
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Cari file gambar yang akan diinginkan, jika sudah klik 2x pada gambar
tersebut.

yengaduanadmin/kcfinder/browse.php?type=images&CKEditor=konten

4» Unggah @ Refresh  /° Pengaturan 1 Ma

No fi

Akan muncul gambar tersebut pada jendela baru. Klik 2x pada gambar
tersebut. Maka akan kembali ke pop up sebelumnya. Pada kolom URL,
tambahkan http://pengaduanadmin.dpr.go.id sebelum kata

/images_pengaduanadmin/images/image.jpg Sehingga menjadi seperti ini :

http://pengaduanadmin.dpr.go.id/images_pengaduanadmin/images/ima
ge.jpg
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Proj

image Properties

5

Info Gambar -Taulan Unmah Advanced

hup://pengaduanad min.dpr.go.id/images_pengaduanadmin/images/Asuransi-jiwa.jpg 2 JUIMSQM'_

Teks atematif

:
d

480

480

ac - ASURANSI JIWA DITV

2
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Pengaduan Daniel Tri Widyatmoko fadmin) BIR Log Out  [[FaREEl

Edit Konten Statis

3 Back to Daftar Konten Statis

Judul | Ajyr Proses Penanganan Pengaduan Masyarakat

Konten
Bume @G0B @ B @B @« Qb W
wnB I U &% x| Lk = o Bisls 5 5= N ROoOBE=O QO
Gaya =) Noma -1l Font =l UK A- B K
= ASURANSI JIWA DI TWITTER -
1.3%
@ SHARE  ,.i% e
& OF VOICE " e
w25 (CEl 5
e et ’

Gambar akan muncul pada text editor halaman konten statis. Pengguna bisa
menambahkan kalimat lainnya pada text editor tersebut beserta dengan
pengaturan font dan warna yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jika
sudah selanjutnya pilih tombol Simpan. Maka infografis telah tersimpan
secara otomatis dan sudah dapat diakses melalui website pengaduan

masyarakat.

Selain mengubah isi text box, penambahan pengaduan juga dapat dilakukan
dengan cara penambahan file pada bagian bawah.

™ o — Py
body p F
Tambah File Kembali
Page: 1% 1-2/2(2) 20 ¢
Jenis & Judul @ %
File tesl EDIT | GELETE | DOWNLOAD
File tes2 EDIT | DELETE | DOWNLOAD

60



Tekan tombol Tambah File maka akan muncul pop up baru untuk
menambahkan file atau gambar infografis. Pengguna bisa menambahkan
hingga 5 buah file atau gambar dalam satu kali upload.

TR

o a Tambah File

- cn ’7“6‘5',

s | Pilih Data... e raT ||| Cnoose File | No fiie chosen

Hehoara. s " q

Pilih jenis filenya, kemudian isikan judul dan terakhir pilih file yang dimaksud

pada komputer pengguna. Jika sudah selanjutnya tekan tombol Simpan. Jika
berhasil pada tabel di sebelah bawah akan terdapat file yang telah kita
upload.

i T T e
SRR o Sl AT i

R e ke o . | EDT| DELETE| DOWNLOAD

image ~ dokumen ' 1 £OIT|DELETE | DOWNLOAD
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Kemudian pengguna bisa melihat hasilnya pada halaman Alur Proses
Pengaduan di website Pengaduan Masyarakat DPR RI.

Melihat Infografis pada Website Pengaduan Masyarakat DPR Rl

Untuk melihat infografis yang telah di unggah pada pengaduan masyarakat,
caranya ada buka website pengaduan masyarakat DPR RI.

| pengaduanaru.dor.ge.d

SMS ASPIRASI- 0811 9 443344

ir ‘:_‘ Layanan Aspirasi dan
+ Pengaduan Masyarakat
“egts,. DPRRI

our JEE

Syasat Pengacan

Sistem Pengaduan Masyarakat dan Aspirasi 5ecara Tertulis

Ketentuan Pasal 72 huruf g dan Pasal 81 huruf | Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2014 Tenzang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Rakyat, Dewan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daeran, dan Pasal 7 huruf g serta Pasal 12 buruf | Peraturan DPR
Rl Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib batwa DPR bertugss menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan salah satu tgas DPR RI tersebut, maka ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang

Setelah itu sorot pada menu Alur & Syarat lalu pilih Alur Proses Pengaduan.

Akan muncul contoh infografis yang sebelumnya telah di unggah
pada halaman admin. Pengguna masih bisa melakukan perubahan dengan
melakukan langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya.
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SMS ASPIRASI - 0811 9 443344

4-«:“‘1 Layanan Aspirasi dan
! + Pengaduan Masyarakat
=#s==.- DPRRI

Bl PROFIL ALUR B SYARAT WIRIM PENGADUAN  LIHAT PENGADUAN LAPORAN KONTAK  BANTUAN

Alur & Syarat

Home > Alur & Syarat

Alur Proses Penanganan Pengaduan Masyarakat

» ASURANSI JIWA DI TWITTER -

RANK 4 | AJB

GDILAB.or

Alur Proses

Contoh Infografis yang telah di unggah

Lampiran VI. Ringkasan Buku Panduan Website Pengaduan
Masyarakat

2. Lampiran Kegiatan Rapat Internal dengan Jajaran Pegawai di Unit

Pengaduan Masyarakat
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a. Pembuatan Undangan Rapat Internal




b. Pelaksanaan Rapat Internal
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c. Pembuatan Laporan Singkat Rapat Internal
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3. Lampiran Kegiatan Mengumpulkan Materi Alur Penyampaian Aspirasi

dan Pengaduan Masyarakat melalui surat
a. Laporan Evaluasi Standar Pelayanan Bagian Pengaduan
Masyarakat (2019)
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b. SOP Pengaduan Masyarakat melalui surat yang ditujukan

kepada Pimpinan

505 THN AN 6 PR RI/WK 020772017
& bl 2017
SEXRETAR DPRRI - /
ARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN N jor sevsonuy Wine
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
i mmm&mnm!mﬁmmm% i o £ DR AL
cural DR K Norkar & Tabun v Tuts Keris 2 Tada M Lageran. )
wwulﬁnmmmmmm—n El t % Sl
2 P B 2 Tl 2014 teetang Pedoinan Pemumni 4 Mk sueut | oces i
- Stamee O ; glungan Lokre 5 per amputne Gon ARrg inbernet,
Urrevan Sarwallisn Raryist Feputii | £
3 Purmtucan Sevimteis Jeedersl DPR B Nomiy 2 Tatin 2347 g Pedonan Tats Naskan Dins
Sebeptarmit Jordera i Badon Knshien Dewan Perwarkon Rekyet st Iuurweis %
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 WWT«MWWWMMW 1 Ko o scanaet
1 s0P Yarg Os Kegads DER 2 Mcta Dinasil smber cispesisi
3 8o & ¥arg Ditupskan Kegad 3 A TabainTR
4 S0P agai Pregah 4 Sasiogan infernet
s nSegaran s B
& BOP Pansymans Timefengady
1 80PF
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
5 ¥ {Dssmpan scbaps dsts sunusl den slekimai
e . ¥ % ?
T i b Kowric “ i — o
¥ mmw-w “ i R
-w! ;
 Jie v setivan o e wak b s
At A
“ o ot
"  iaatad
. L .
A S SN O | andeiad T
& A s v . mapos
A
4 et .? e
i e w2 ; ‘
st copictoompiian :
* n-n-u-: ‘
:"_ W 5PV e 4
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c. SOP Pengaduan Masyarakat melalui surat yang ditujukan

kepada Komisi dan B_adan

i =

SEKRETARIAT JENDERAL DAN HADAN KEAHLIAN DPR RY
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4. Lampiran Kegiatan Pembuatan Desain Alur Penyampaian Aspirasi
dan Pengaduan Masyarakat melalui surat

a. Desain Alur Penyampaian Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat
melalui surat dengan menggunakan MS. Word
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b. Desain Alur Penyampaian Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat

melalui surat dengan menggunakan Piktochart

Alur Penyampaian Surat Aspirasi dan
Pengaduan Masyarakat
dengan tujuan Komisi/Badan DPR RI

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
DPR Rl

Pengadu menyampaikan
aspirasi/pengaduannya
melalui surat dan
dikirimkan ke DPR RI

menyertakan identitas,
e alamat, maksud & t%ﬂ.

substansi masalah,

data pendukung.

Pengadu

il

Bagian Persuratan akan
memberikan kode surat e
sebelum disampaikan ke Bagian
Bagian Pengaduan Persuratan
Masyarakat

s (misalnya: DK.02/1234/2019)

Surat aspirasi/pengaduan
mtelah mendapatkan GETIER
il iy s Pengaduan
persuratan an Ma kat
gg;imkm kepada aSyarakd
masyarakat untuk
diproses melalui proses
input, analisis,
dan disposisi.

N
N

Surat yang telah melalui
proses disposisi akan
melalui proses
dokumentasi (disampaikan

s kepada AKD terkait)

Dokumentasi
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Alur Penyampaian Surat Aspirasi dan
Pengaduan Masyarakat
dengan tujuan Pimpinan DPR RI

Sekretariat Jenderal dan Badan hlian
DPR RI

Penpadi

Dokumentasi
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Lampiran 3. Kartu Kendali Pembimbingan Aktualisasi Bagi Peserta, Coach dan Mentor

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia PESERTA

o™

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN.....

TAHUN 2019
Nama . Ridha Khoirunnisa Nama Coach : Agus Supriyono, S.S., M.A.P.
Instansi : Setjen dan BK DPR Rl
NIP. : 199112222019032001

ng

deskripes teme | Tambahkan
\(69'\“"\'\&[\ “"\9‘,\!;\", RNE‘ﬁ.dU /
2 My R(K (i (aporan | B%t@mo | Tabbapkon |/~ m
Lo\g b R os han * \ahgwing 495«“1?%1 Pl
' R S BRr4em fevie |
3 M/%/Qow ﬁe\q‘Pfé}ﬂ“l \ﬁ(\o%l.:)l'\g laint /
287 \7 ACC Bertemu Lanjuy
4 " [af200 S (anosdny, | buat PPT /rn}
2 itinen fregntags | BRriguo | ReviK /Tp\
5 /9/90\‘3 ¢huat  PRT i l"w\e&w\e | POy e s
6
7
8
9
10
11
12 | Dst..
(*) Pembimbingan yang sah Kepala Bidang Pelaksanaan
adalah pembimbingan yang Pusdiklat Setjen dan BK DPR Rl

ditandatangani oleh Coach ;
\
\-, -

\
A
\

Rusmanto,\fl—i.. MH



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

. COACH

KARTU KENDALI

PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA COACH DENGAN PESERTA
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN.....

TAHUN 2019

Nama - Ridha Khoirunnisa
Instansi : Setjen dan BK DPR Rl
NIP.

Nama Coach : Agus Supriyono, S.S., M.A.P.

: 199112222019032001

[ e | o | o TN Dl
2 |*s /2013 %&mn\iﬁ Fenambnba 'ii’éf?&ég i‘z\%ﬁi“‘l’.‘? 9{%&/
3 M/e/qe10 bevigp \& \aRoran F:\;?:e f\:‘"\’:\cf\qin W
s -23 / 3/ 209 f\\g‘\cfor;qr? %ﬂkfzsi\a, t‘?:efuj get m
e | R e RS | T P
6

7

8

9

10

11

12

13

14 | Dst..

(*) Pembimbingan yang sah
adalah pembimbingan yang
ditandatangani oleh Coach

Kepala Bidang Pelaksanaan

Pusdiklat Setjen dan BK DPE Rl

Rusmanto, S)-\., MH



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

COACH

KARTU KENDALI

PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA COACH DENGAN PESERTA
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN !!

TAHUN 2019

Nama
Instansi
NIP.

. Affy Ihsan Takfim Kusuma
: Setjen dan BK DPRRI
19921128 201903 1 001

T ambaltan

Nama Coach : Agus Supriyono, S.S., MAA.P

L aof:}Lﬁde wﬂéﬁ?‘s‘i Tettan Y>\Q::\‘\s\ﬁgz‘:nﬂ4=3 AnEra, Al

2 |23 oy | N6 \rran | ey [Ocoper | A

3 125 200 R Moeran 0PT V’Q{ﬂf%';l‘fm 0;?;"}““: Qﬂ{ :

4

5

6
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8
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| 12
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14 | Dst. w

(*) Pembimbingan yang sah
adalah pembimbingan yang
ditandatangani oleh Coach

Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI

/‘

Rusmant

SH., MH



